
 

 

BUPATI BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  

NOMOR 6 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BLITAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BLITAR, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan sebagai pelaksanaan 

reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Blitar serta dalam upaya mendukung peningkatan 

pelayanan publik perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Blitar; 

 b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Blitar, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan dan perkembangan dan kebutuhan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi sekretariat DPRD; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Blitar tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015     

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Repuplik Indonesia Nomor 4578); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Repubik Indonesia Nomor 4741); 
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 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

      12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 

15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten 

Blitar Tahun 2013 Nomor 4/B).  

   

Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH   

KABUPATEN   BLITAR 

dan 

  BUPATI BLITAR 

   

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 

18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR. 
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Pasal I 

 
Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2/D) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 dibaca sebagai 

berikut : 

                                            Pasal 14 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Blitar terdiri dari: 

a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

b. Bagian Umum, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;  

2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol; dan 

3. Sub Bagian Perlengkapan.  

c. Bagian Perundang-undangan dan Rapat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;  

2. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi; dan  

3. Sub Bagian Kepanitian.  

d. Bagian Pelayanan Komisi dan Humas, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Pelayanan Komisi I dan Komisi III; 

2. Sub Bagian Pelayanan Komisi II dan Komisi IV; dan  

3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat. 

e. Bagian Keuangan, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Anggaran;  

2. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan 

3. Sub Bagian Perbendaharaan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

2. Lampiran II diubah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini 
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Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar. 

 

 Ditetapkan di Blitar 

 pada tanggal    

BUPATI BLITAR,  

         

 

HERRY NOEGROHO 

 

 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal      

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 

 

 

 

PALAL ALI SANTOSO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015  NOMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR : 367-

6/2015 

 


